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  I - 1 KEBIJAKAN UMUM APBD KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2024 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan 

keuangan daerah serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang 

terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). Komponen pengelolaan keuangan daerah meliputi 

asas umum pengelolaan keuangan daerah, pejabat-pejabat yang 

mengelola keuangan daerah, struktur APBD, Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum  Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (RKA SKPD), penyusunan dan penetapan APBD, 

pelaksanaan dan perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah, 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengendalian defisit dan 

penggunaan surplus APBD, pengelolaan kas umum daerah, 

pengelolaan piutang daerah, pengelolaan investasi daerah, pengelolaan 

barang milik daerah, pengelolaan dana cadangan, pengelolaan utang 

daerah, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah,  

penyelesaian kerugian daerah, pengelolaan keuangan badan layanan 

umum daerah, dan pengaturan pengelolaan keuangan daerah. 

Berdasarkan salah satu komponen pengelolaan keuangan 

daerah dan menindaklanjuti Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta 

ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang 

menyatakan bahwa Wali Kota menyusun Rancangan KUA dan 

Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman 

penyusunan APBD.  

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali 
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Kota menjadi Undang-Undang, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan 

tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023, sehingga masa 

jabatan Wali Kota Bekasi berakhir pada tahun 2023. Selanjutnya, 

Pemerintah Kota Bekasi mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala 

daerah serentak nasional pada bulan November 2024. Untuk mengisi 

kekosongan jabatan Wali Kota, diangkat penjabat Wali Kota yang 

berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan 

pelantikan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan 

Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru 

bahwa Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, 

untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah 

Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta 

memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun 

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 

2024-2026. Dokumen tersebut digunakan oleh Pj. Kepala Daerah 

sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. Pemerintah Daerah dengan masa jabatan Bupati/Wali 

Kota berakhir pada Tahun 2023, penyusunan RKPD Tahun 2024 dan 

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 mengacu kepada 

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-

2026, serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan 

tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, 

RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, dan 

RKPD Provinsi Tahun 2024. 

Masa jabatan Wali Kota Bekasi berakhir pada Tahun 2023, 

karena itu Pemerintah Kota Bekasi menyusun rencana pembangunan 

daerah tahun 2024-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota 

Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 

Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut sebagai acuan 

dalam penyusunan RKPD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 

sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 
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Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi 

Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.  

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 

periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, substansi 

Rancangan KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan 

tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Berdasarkan Pasal 89 

Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dokumen KUA 

setidaknya memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi 

penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja 

Daerah, kebijakan Pembiayaan  Daerah, dan strategi pencapaian. 

Dengan demikian, KUA Tahun Anggaran 2024 memuat: 

a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun 

sebelumnya dan tahun berjalan; 

b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD dan asumsi lainnya terkait 

dengan indikator ekonomi makro daerah; 

c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan 

rencana sumber dan besaran pendapatan daerah; 

d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program prioritas 

pembangunan dan Langkah kebijakan dalam Upaya peningkatan 

pembangunan daerah yang merupaka sinkronisasi kebijakan pusat 

dan kondisi riil di daerah; 

e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi deficit 

dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi 

pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan 

pembangunan daerah. 

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui 

proses analisis teknokratik berdasarkan RKPD Kota Bekasi Tahun 

2024 yang secara substansi memuat arah kebijakan dan sasaran 

pokok yang tertuang dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 untuk 

menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 147 ayat (2)  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 

2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
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Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa untuk menjaga 

kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah Kota Bekasi, penyusunan RKPD berpedoman pada arah 

kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Bekasi dan mengacu pada 

RPJMD provinsi Jawa Barat untuk keselarasan program dan kegiatan 

pembangunan daerah Kota Bekasi dengan pembangunan daerah 

provinsi Jawa Barat. 

KUA Tahun Anggaran 2024 disusun denga semangat untuk 

mewujudkan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024 yang mengusung 

tema “Melanjutkan reformasi birokrasi dan transformasi layanan 

berbasis digital menuju pembangunan manusia yang berkualitas, 

infrastruktur yang mantap, dan masyarakat yang sejahtera”, 

sebagaimana tercantum pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 

Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi 

Tahun 2024. 

Selain itu, KUA Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mengacu 

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM 

PPKF) Tahun Anggaran 2024 guna meningkatkan sinergitas kebijakan 

fiskal nasional yang antara lain berupa keselarasan target kinerja 

makro dan kinerja program, kepastian pendanaan program prioritas 

dan pemenuhan belanja wajib, serta keselarasan arah pelaksanaan 

anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bekasi. Adapun 

tema kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 

tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang 

Inklusif dan Berkelanjutan”, maka fokus kebijakan fiskal nasional 

difokuskan pada 1) penghapusan kemiskinan ekstrem melalui 

pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan 

pendapatan masyarakat, dan peningkatan akses infrastruktur dasar; 

2) penurunan stunting; 3) pengendalian inflasi; dan 4) peningkatan 

investasi. 

Wali Kota menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 

Tahun Anggaran 2024 yang telah disusun berdasarkan RKPD Tahun 

Anggaran 2024 kepada DPRD untuk dibahas, dan selanjutnya 
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disepakati bersama antara Wali Kota dan DPRD. Kesepakatan 

terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS masing-masing 

dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama 

antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.  

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota menerbitkan Surat Edaran 

perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) kepada  seluruh SKPD. Surat 

Edaran dimaksud mencakup prioritas pembangunan daerah, program, 

kegiatan, dan sub kegiatan yang terkait, alokasi plafon anggaran 

sementara untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD 

berikut rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan, batas 

waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD, dan dokumen lain 

sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format 

RKA SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD 

dan kebijakan penyusunan APBD.  

Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS, 

serta mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Bekasi tentang Pedoman 

Penyusunan RKA SKPD, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. RKA SKPD yang telah 

disusun disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan 

rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. 

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun 

Anggaran 2024 bertujuan:  

1) Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2024 yang 

akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan anggaran tahun 

2024; 

2) Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan 

realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD 

Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024; 

3) Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan 

pembiayaan daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam 

penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024. 
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1.3. Dasar Hukum   

Landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi 

Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi; 

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat 

Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 

10) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah; 

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2023; 

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024; 

16) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 

2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi 

dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

17) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031;  

18) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi 

Tahun 2005-2025; 

19) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun  

2024-2026; 

21) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2023 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024; 

22) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 
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BAB II  

KERANGKA EKONOMI MAKRO 
DAERAH  

2.1  Arah Kebijakan Ekonomi  Daerah  

Arah kebijakan ekonomi Kota Bekasi tahun 2024  berpedoman 

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 

2024 yang telah  diselaraskan dengan  Rencana Pembangunan Daerah 

(RPD) Kota Bekasi Tahun 2024 -2026, dan  RKPD Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2024 , memperhatikan sasaran dan arah kebijakan nasional yang 

ditetapkan Pemerintah Pusat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

Tahun Anggaran 202 4, serta mengacu pada arah kebijakan Kerangka 

Ekonomi Makro dan Pokok -Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 

Anggaran 2024 . Tujuan arah kebijakan ekonomi daerah  untuk 

mengimplementasikan program prioritas Nasional serta sebagai payung 

untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang 

akan dilaksanakan pada tahun 2024. Adapun tema pembangunan Kota 

Bekasi Tahun 2024 yaitu � Ḿelanjutkan reformasi birokrasi dan 

transformasi layanan berbasis digital menuju pembangunan 

manusia yang berkualitas, infrastruktur yang mantap, dan 

masyarakat yang sejahtera �µ�� 

Menghadapi tahun 2024 , proyeksi pendapatan daerah mengalami 

penyesuaian dengan tetap melaksanakan upaya peningkatan 

intensifikasi dan ekstensifikasi . Sedangkan , belanja daerah disamping 

untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, 

pemenuhan prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan 

arah kebijakan dan isu strategis dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024 -

2026 , pencapaian Sustainable Development Goals  (SDGS), serta 

pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), juga diprioritaskan 

untuk peningka tan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya yang 

menunjang sektor kesehatan dan perekonomian . Selain itu, Kota Bekasi 

juga menyiapkan kebutuhan belanja dalam rangka penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diselenggarakan di tahun 2024.   
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